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GUBERNUR LANMPUNG.

bahwa berdasarkan  Laporan Hasil Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa
Keuangan (BPK) Rl Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 bahwa keseluruhan
dana bereuln vang dicatat sebagai Investasi Non Permanen pada
Pemerintal Provinst Lampung per 31 Desember 2010 belum  dinilai
dengan mengzunakan metode nilai bersih vang direalisasikan. sehingga
belum memenuhi ketentuan penyajian nilai investasi non permanen:
bahwa schubungan dengan maksud hurul’ a tersebut Ji atas. agar
pelaksanaa identifikasi dan penyusunan kriteria penilaian piutang dana
bergulir —dapat  berjalan  tertb.  terkoordinasi.  berdavaguna  dan
berhasilguna. perlu membentuk Tim Identifikasi dan Penyvusunan Kriteria
Penilaan FPiutang Dana Bereulir Pada Pemerintah Provinst Lampung dan
menetapkanny a dengan Keputusan Gubernur Lampung.

-

[ 'ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
sehagaimana telah diubah beberapa kah. terakhiv dengan U ndang-Undany
Nomor 12 [uhun 2008:

Peraturan  Pe nerintah - Nomor S8 Tahun 2005 tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Penrerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Pemerimtuh. Pemerintahan Daerah Provinst dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota:

Peraturan Penierintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan:

Peraturan Nerteri Dalam Neveri Nomor 13 Tahun 2006 tentane Pedoman
Pencelolaan Kcuangan Dacrah sebagaimana telah diubah terannir dengan
Peraturan Merteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Dae -ah Provinsi Lampung Nomor 7 Lahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 entang
Oreanisasi dan Tata Kerja embaga Teknis Daerah. lnspektorat. Bappeda
Perencanaan Pembangunan Dacrah dan Lembaga Teknis Daerah sc-
Provinst Lumpung:

Keputusan Gabernur Lampung Nomor G-318.b BV TIK 2008 tentang
Penetapan Urit Pelaksana Leknis Perkuatan Permodalan UMKM pada
Dinas Nonerasi dan UNKAT scbagai Instanst Pemerintah Provinsi
Lampung ang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umuam Daerah (PPR-BLL D)
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Ketua DPRD Provinst I ampung di Felukivetung:

Kepata Badan Pemerilosa heuanzan REPersakilan Prosinsi Lampun. di Bandarlampung:
Inspekiur Provinsi Lampung di Bandar Lamp mg:

Kepala Bappeda Provinst Lampung dy Telukbetung:

Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung i Telulberung:

o

Keputusan Gubernur Nomor (436 B.VHK/2011 tanggal 8 Juni 2011
tentang Penetepan UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian pada
Dinas Pertanian TPIT Provinsi Lampung sebagal Instansi Pemerintah
Provinsi Lampung vang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Lavanan Umum Dacrah (PPK-BI.UD):

Buletin Tekmis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang
Akuntanst Dana Bergulir:

[P

MENUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
IDENTIFIKAST  DAN PENYUSUNAN KRITERIA PENILALAN PIUTANG
DANA BERGULIR PADA PENERINTAIT PROVINSI LANPUNG.

Membentuk Tim Identifikasi dan Penvusunan Kriteria Penilaian Piutang Dana
Bergubir Pada  Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan  personalia
sebagaimana tercontum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai

berilut:

a. mengkoordinasikan proses identifihast dana bergulir vang dikelola oleh
Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Lampung dan masing-masing sub Tim
Teknis melakulan idenutikasi dana berguliv vang dikelola:

b. mengkoordinasikan penyusunan  kriteria  penilaian piutang  Jdana  bergulir
hidang pertantan  tanaman pangan dan hortikultura, bidang  perkebunan.
bidang kelautan dan perikanan. bidang peternakan. serta bidang Koperasi.
perindustrian. perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah. vang
dilakukan oleh masing-masing sub Tim Teknis: dan

¢. menentukan nilar bersih vang dircalisasikan atas selurch dana bergulir vang
dikelola oleh satuan kerja Pemerintah Provinst Lampung. untuk disajikan
pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinst Lampung Tahun 2011,

Tim sebagaimana Jdimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya

melaporkan hasil pzlaksanaannya dan bertanggungjawab  kepada  Gubernur

Lampung.

Biava vang dikelvarkan akibat ditetaphannya Keputusan i dibebankan Lkepada

Anggaran Pendapuatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinst Lampung Talun

oo

Anggaran 20711,
Hal-hal vang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai tehnis
pelaksanaanny a diatue lebih lanjut oleh Ketua.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan 31
Desember 2011 dergan ketentuan apabila dikemudian harl ternyata terdapat
kekeliruan dalam  Keputusan ini akan  diadakan  pembetulan  schagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetun
pada tangeal 2¢ -tf- 201
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GUBERNUR LANPUNG.

SIACHROQEDIN Z.P.
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6. Kepala Bivo Hukum Scetdapror Fampung direlukbetunge.

-

Muasing-masing anzgzota Lim sang bersan shuian.



(2

9%}

N

1.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR - G/680 /B.V/HR /2011
TANGGAL : 24 November 2011

SUSUNAN PERSONALIA

TIM IDENTIFIKAST DAN PENYUSUNAN KRITERIA PENILAIAN PIUTANG
DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Anggota

Nara Sumber

SUB TIM TEKNIS
Bidang Perkebunan
Koordinator
Sekretaris

Anggota

Sckretaris Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov
Lampung.

Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.

Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Lampung.
Kepala Bagian Sosial Budayva Biro Administrasi.
Pembangunan Setdaprov Lampung.

4. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov
Lampung.

Kepala Sub Bagian Sumberdava Manusia Biro
Administarsi Pembangunan Setdaprov Lampung.
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6. Kepala Sub Bagian Veritikasi dan Pelaporan Biro
Keuangan Setdaprov Lampung.

1. Inspektur Provinsi Lampung.

1. Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
Inspektur Pembantu Wilayah 11 Inspektorat Provinsi
Lampung.
4. Udovo Hart W
Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi
Lampung.

\P2]

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung.

Prayogo Pangestu

(NSU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Koordinator
Sekretaris

Anggota

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung.

Kepala UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian
Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung.

Kepala Seksi Teknis Operasional UPTD Perkuatan Modal
Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian TPH Provinsi
[Lampung.
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V.

Bidang Kelautan dan Perikanan
Koordinator

Sekretaris

Anggota

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provins
Lampung.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Lampung.

Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Koordinator
Sekretarls

Anggota

Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi
Lampung.

Plt. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas
Peternakan dan Keswan Provinst Lampung.
KNepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
Dinas Peternakan dan Keswan Provinst Lampung.

Bidane Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM
fnl 5 fel

Koordinator

Sekretaris

Anggota

Kepala Dinas Koperasi UNIKM. Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung.

Nepala UPTD Perhuatan Nodal Koperasi dan

U MKA Dinas Koperasi UNIKNL Perindustrian dan
Perdagangan Provinst Lampung.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan UPTD

Perkuatan Modal Koperasi dan UNKN Dinas
Koperast UNIKN. Perindustrian dan Perdagangan
Provinst Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.
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SIACHROEDIN 7.P.



